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TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. DUA PUTRI

NUSA TENGIC}ARA TIMT'R
lIiEPl'rK'lz0rs

GT'BERITT'R NUSA TEITGGARA TIMUR,

: a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha,
koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan
wilayah kepada pemberi izin;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya,
penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan
dalam I (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Dua
Putri kepada Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor:
OO5/cv-2P/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018 Perihal
Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah
Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang
dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat
diberi persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada
CV. Dua Puki;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r649],:'

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Menlmbang

Mengingat



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201O tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 10 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : l20l253/sj tanggal 16 Januari
20 15 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor :

04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Wilayah lzin Usaha Pertambangan Batuan
kepada CV. Dua Putri.

Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

KTSATU

XEDUA

2.

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Jenis Batuan
Luas

Lokasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan l,ampiran II Keputusan
ini.

CV. Dua Putri
Jln. Wairklau- Kel. Madawat RT.
002 Rw.006 Sikka- NTT
74.892.7t9.3-921.000
Batuan
Batu dan Pasir
4,8 (Empat Koma Delapan)
Hektar

Watuliung
Kangae
Sikka
Nusa Tenggara Timur
2207



I(gfIGA Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini
maka:

pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan
Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan
nomor akun 423116;
apabila Wilayah lzin Usaha Pertambangan masuk dalam
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan
Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan
kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan
dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah lnn
Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak
sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan
untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan
dimaksud secara bersama; dan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
Gubernur ini, Pemohon harus menyarnpaikan
Permohon an Inn Usaha Pertamban gan (IUP) Eksplorasi.

I{EEMPAT Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila
perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan
ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 0-l AGutXug 2018

.r q. GUBERNUR

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. DirekturJenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jalarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Sikka di Maumere;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan

Kedasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral RI di Jakarta; .
16. Direktur Pqiak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakartaf
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c.
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L/IMPIRAN I : KEPUTUSAN GT'BERNITR NUSA TEITGGARA TIUT'R
NoMoR | 4gq IKEP/HK/20L9
TATVGGAL :*t1 Mu{ue 2or8

KOORDINAT WII,AYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN fUNUP)

PERUSAHAAN
KOMODITAS
LOKASI
PROVINSI
KABUPATEN
KODE WILAYAH
LUAS (Ha)

I

CV. DUA PUTRI
BATUAN
DESA WATULIWUNG
NUSA TENGGARA TIMUR
SIKKA
2207
4,8 Ha (EMPAT KOMA DELAPAN) HEKTAR

Uo.Tltik
Craris Bqiur Tfmur (BTf Garb Ltntsng Sclata! (LSll

fl (L {'l DESIIMAL lol ('l {"1 Dpstuar,

I r22 1 839.48 t22.249855 8 40 27.66 -8.674349

2 122 2 74o.74 t22.25,0/205 I 40 27.66 -8.674349

3 L22 3 720.74 L22.250206 8 40 30.54 -8.675150

4 122 4 658.40 122.249555 8 40 33.96 -8;676099

5 722 5 592.10 r22.247805 I 40 33.96 -8.676099

6 122 6 532.10 L22.247805 8 40 30.18 -8.675049

7 122 7 473.90 122.248305 8 40 30.18 -8.675049

8 122 8 413.90 t22.2483A5 8 40 28.O2 -8.674449

9 t22 9 352.82 r22.248005 8 40 28.O2 -8.674449

10 122 10 292.82 122.248005 8 40 24.96 -8.673599

11 r22 1t 235.34 t22.248705 8 40 24.96 -8.673599

L2 L22 L2 L75.34 L22.248705 8 40 20.82 -8.672449

I3 L22 13 L2t.46 122.250405 8 40 20.82 -8.672449

L4 122 L4 61.46 L22.250445 8 40 25.50 -8.673749

15 722 i5 {o.52) 122.249855 8 40 25.50 -8.673749

L6- r22 L6 (61.s7) L22.249565 8 40 30.55 -8.675153
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LAIIiPIRAN ll : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSATENGGARA TlttlUR
NOlfoR eut IKEP t HK |2018
TANGGAL :1taL.,,r,r 2018
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